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KEMEN-KP. Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara  Republik Indonesia. @ Laut Lepas
Penempatan Alat Penangkapan lkan. Alat Bantu
Penangkapan Ikan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN
IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA PENATAAN ANDON PENANGKAPAN

IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4),
Pasal 46 ayat (5), dan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan  Perikanan tentang Penempatan Alat
Penangkapan lkan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan,;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN
ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI  WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN LAUT LEPAS SERTA PENATAAN ANDON PENANGKAPAN
IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalur Penangkapan lkan adalah wilayah perairan yang
merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk
pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang
menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan

dan/atau dilarang.

2. Alat Penangkapan lkan yang selanjutnya disingkat API
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adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda
lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

3. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat
ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan
ikan dalam kegiatan Penangkapan Ikan.

4. Rumpon adalah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang
menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan,
menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor
dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar
berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.

5. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh
ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya.

6. Tali Ris Atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk
menggantungkan badan jaring.

7. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah
pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan
pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia,
zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk,
rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk
diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

8. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional
Fisheries Management Organization) yang selanjutnya
disebut RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan
regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan
tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan
keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.

9. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk ke
dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial
Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan
pedalaman Indonesia.

10. Perairan Laut adalah perairan yang meliputi laut teritorial,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

laut pedalaman, perairan kepulauan, dan zona ekonomi
eksklusif Indonesia.

Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik
perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari
garis pasang surut terendah air laut ke daratan.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
di Perairan Darat yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD
adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan
Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi sungai,
danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang
potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik
Indonesia.

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta
jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara
dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang
pengalirannya oleh garis sempadan.

Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang
terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase
alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus
secara fisik, kimiawi, dan biologis.

Danau adalah bagian dari Sungai yang lebar dan
kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas
lain dari Sungai yang bersangkutan.

Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat
dibangunnya bangunan Sungai dalam hal ini bangunan
bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/ palung
Sungai.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan Penangkapan Ikan.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan
Kapal Penangkap lkan maupun yang tidak menggunakan
Kapal Penangkap lkan.

Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya
disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk

menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap
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Kapal Penangkap Ikan untuk melakukan penempatan dan
pemanfaatan Rumpon.

Andon Penangkapan lkan adalah kegiatan Penangkapan
Ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan
Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan
berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage
dengan daerah Penangkapan Ikan sesuai surat tanda
Penangkapan Ikan andon atau tanda daftar Penangkapan
Ikan andon.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya.

Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat
STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas
provinsi tempat domisili Nelayan atau Nelayan Kecil yang
menyatakan bahwa Nelayan atau Nelayan Kecil akan
melakukan Andon Penangkapan Ikan.

Surat Tanda Penangkapan lkan Andon yang selanjutnya
disebut STPI Andon adalah Perizinan Berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap
Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga
puluh) gross tonnage yang bukan dimiliki oleh Nelayan
Kecil untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan di
Perairan Laut di wilayah provinsi di luar wilayah domisili
administrasinya.

Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya
disebut TDPI Andon adalah Perizinan Berusaha untuk
menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki oleh
Nelayan Kecil untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan
di Perairan Laut di luar wilayah domisili administrasinya.
Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan
untuk  menangkap ikan, termasuk menampung,
menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
Alokasi Usaha adalah jumlah kapal Penangkap lkan yang
diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan di
wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan Alokasi Sumber Daya Ikan yang tersedia.
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